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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Pokok-pokok pikiran yang tercantum di dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-
Undang Dasar 1945 menekankan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh 
rakyat Indonesia, merupakan pokok-pokok kemakmuran rakyat yang dikuasai 
oleh Negara dan ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran 
rakyat Indonesia. Berdasarkan dari pasal tersebut di atas, maka jelaslah bahwa 
negara dianggap bukan sebagai pemilik tanah dalam suatu wilayah negara, 
tetapi kewenangan negara untuk menguasai tanah tersebut semata-mata 
kepentingan masyarakat banyak. 
 Tanah sangat erat sekali hubunganya dengan kehidupan manusia. Setiap 
orang tentu memerlukan tanah bahkan bukan hanya dalam kehidupanya, 
bahkan saat meninggal pun manusia masih memerlukan sebidang tanah.Tanah 
mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia karena 
mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai social asset dan capital asset. Sebagai 
social asset tanah merupakan sarana pengikat kesatuan di kalangan masyarakat 
Indonesia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sedangkan 
capital asset tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan dan tanah 
harus dipergunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan 
rakyat secara adil dan merata, juga harus dijaga kelestariannya.1 
 Dalam masyarakat, perolehan tanah lebih sering dilakukan dengan 
peralihan hak, yaitu dengan melalui jual beli. Perkataan jual beli dalam 
pengertian sehari-hari dapat diartikan, di mana seseorang melepaskan uang 
untuk mendapatkan barang yang dikehendaki secara sukarela. Kemudian 
menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1457 disebutkan bahwa 
jual-beli tanah adalah suatu perjanjian dengan mana penjual mengikatkan 
                                                             
1 Achmad Rubaie, Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, (Malang: 
Bayumedia Publishing, 2007), hal 1. 
2 
 
 
 
dirinya (artinya berjanji) untuk menyerahkan tanah yang bersangkutan kepada 
pembeli yang mengikatkan dirinya untuk membayar kepada penjual harga yang 
telah disepakatinya. 
 Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Undang-Undang Pokok Agraria 
(UUPA) merupakan perangkat hukum yang mengatur di bidang pertanahan dan 
menciptakan hukum tanah nasional yang tunggal yang didasarkan pada hukum 
adat sebagai hukum yang asli yang disesuaikan dengan kepentingan 
masyarakat dalam negara yang modern. Pendaftaran tanah bagi pemilik tanah 
bertujuan untuk memperoleh sertifikat tanahnya dan memperoleh kepastian 
hukum yang kuat. 
Perkembangan perekonomian dewasa ini demikian pesat, dunia usaha 
begitu maju. Maka tidak dapat dipungkiri dengan majunya bidang-bidang 
usaha membutuhkan modal yang antara lain pertanahan. Karena bidang 
pertanahan ikut berperan, untuk itu dibutuhkan status hukum, kepastian hukum 
dari tanah tersebut serta kepemilikan secara hukum sebagaimana disebutkan 
dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1) yang 
berbunyi:2 
“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah.” 
 Disamping untuk kepastian hukum bagi status tanah tersebut, pendaftaran 
tanah juga untuk melindungi para pemegang tanah agar kepemilikan haknya 
tidak terganggu oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap tanahnya. 
Untuk itu ditegaskan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 
ayat (2) huruf c , bahwa:3 
“c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat.” 
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 Alat pembuktian diberikan berupa sertifikat sebagaimana disebutkan 
dalam ketentuan umum Pasal 1 point 20 Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:4 
“Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria untuk hak atas 
tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun 
dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku 
tanah yang bersangkutan.” 
 Mengingat pentingnya kepastian hukum dalam setiap peralihan tanah 
sebagai akibat dari transaksi jual beli hak atas tanah, maka oleh Undang-
Undang Pokok Agraria diwajibkan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak 
karena jual beli tersebut. Dalam prakteknya masyarakat di Kabupaten Sragen 
khsusnya di Desa Patihan, dalam transaksi jual beli hak atas tanah masih 
banyak dilakukan secara dibawah tangan yaitu jual beli hak atas tanah antara 
penjual dan pembeli yang dilakukan di hadapan kepala desa yang bersifat 
tunai, nyata, dan terang. Tunai dan nyata artinya bahwa pada saat pembeli 
membayar harga tanah kepada penjual, maka pada saat itu tanah telah beralih 
dari penjual kepada pembeli atau dengan kata lain bahwa sejak saat itu pembeli 
telah mendapatkan hak milik atas tanah tersebut. Sedangkan terang artinya 
bahwa dengan dilakukannya jual beli dihadapan kepala desa sudah terjamin 
bahwa tidak terjadi pelanggaran hukum dalam jual beli tersebut atau jual beli 
itu dianggap terang sehingga masyarakat mengakui keabsahannya. 
 Sebelum dilaksanakan jual beli para pihak haruslah memiliki itikad baik. 
Itikad baik, merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak penjual dan pembeli 
harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau 
keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Kejujuran atau 
itikad baik, dapat dilihat dalam dua macam, yaitu pada waktu mulai berlakunya 
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suatu perhubungan hukum atau pada waktu pelaksanaan hak-hak dan 
kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perhubungan hukum itu.5  
 Melihat syarat sahnya perjanjian Pasal 1320 KUHPerdata. Syarat-syarat 
dalam perjanjian di bagi dalam dua kelompok, yaitu: Syarat subyektif dan 
syarat obyektif. Syarat subyektif adalah syarat yang menyangkut pada subyek-
subyek perjanjian itu, atau dengan perkataan lain syarat-syarat yang harus di 
penuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, yang meliputi: 
1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya,  
2. Kecakapan pihak yang yang membuat perjanjian. 
 Syarat obyektif adalah syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian 
itu, meliputi: 
1. Suatu hal tertentu,  
2. Suatu sebab yang halal. 
 Namun jika dikaji lebih mendalam perjanjian jual beli di bawah tangan 
tersebut tetap rawan, karena tidak memberikan kepastian hukum. Kepastian 
hukum adalah keadaan dimana suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara 
pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk 
kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang 
pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 
subjektif. Kepastian hukum mengandung arti bahwa setiap perbuatan hukum 
yang dilakukan harus menjamin kepastian hukumnya.6 
 Sertifikat tanah menjadi hal yang penting bagi masyarakat karena 
merupakan bukti yang kuat dan sah secara hukum atas kepemilikan bidang 
tanah. Untuk memperoleh sertifikat harus melalui prosedur dan tata cara yang 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun lembaga 
yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat tanah adalah Badan Pertanahan 
Nasional. Bahkan seseorang pemilik akan mendapatkan kesempurnaan dari 
haknya, karena hal-hal sebagai berikut: 
1. Adanya rasa aman dalam memiliki tanah (security); 
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2. Mengerti dengan baik apa dan bagaimana yang diharapkan dari pendaftaran 
tersebut (simplity); 
3. Adanya jaminan ketelitian dalam sistem yang dilakukan (accuracy); 
4. Mudah dilaksanakan (expedition); 
5. Dengan biaya yang bisa dijangkau oleh semua orang yang hendak 
mendaftarkan tanah (cheapness), dan daya jangkau ke depan dapat 
diwujudkan terutama atas harga tanah itu kelak (suitable).7 
 Sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia adalah sistem 
pendaftaran tanah negatif bertendensi positif, artinya walaupun terdapat tanda 
bukti pemilikan tanah (sertifikat) yang mempunyai kekuatan hukum tetapi 
masih dimungkinkan untuk di persoalkan (dibatalkan) oleh pihak lain yang 
mempunyai alasan hukum yang kuat melalui sistem peradilan hukum tanah 
Indonesia. Hal ini seperti terlihat pada Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat 
(2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria. 
Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menghimpun dan menyediakan 
informasi yang lengkap mengenai bidang-bidang tanah dipertegas dengan 
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah. 
 Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang 
tanah, dalam peraturan pemerintah tersebut diberikan penegasan mengenai 
sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat, yang dinyatakan sebagai alat 
pembuktian yang kuat oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Untuk itu 
diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data 
fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai 
data yang benar, baik dalam pembuatan hukum sehari-hari maupun dalam 
sengketa di pengadilan. Sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang 
tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan seperti yang 
termuat dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaftaran Tanah, bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang 
sudah bersertifikat atas nama orang atau badan hukum lain, jika selama 5 
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(lima) tahun sejak dikeluarkannya sertifikat itu dia tidak mengajukan gugatan 
pada pengadilan. Sedangkan tanah tersebut diperoleh orang atau badan hukum 
lain dengan itikad baik dan secara fisik nyata dikuasai olehnya atau oleh orang 
lain atau badan hukum yang mendapatkan persetujuannya berdasarkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
 Dalam memenuhi kebutuhan manusia dalam kepemilikan tanah tersebut, 
salah satu caranya melalui proses jual beli. Dalam proses jual beli seharusnya 
dilandasi oleh itikad baik. Apabila salah satu pihak tidak menjunjung itikad 
baik dalam proses jual beli, maka akan timbul potensi konflik. Kasus 
Pertanahan adalah sengketa, konflik, atau perkara pertanahan yang 
disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk 
mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan/atau kebijakan pertanahan nasional.8 Sengketa pertanahan adalah 
perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau 
lembaga yang tidak berdampak luas secara sosio-politis.9Sedangkan konflik 
pertanahan adalah perselisihan antara orang perseorangan, kelompok, 
golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai 
kecenderungan atau sudah berdampak luas secara sosio-politis.10 
 Perkara Pertanahan adalah perselisihan pertanahan yang penyelesaiannya 
dilaksanakan oleh lembaga peradilan atau putusan lembaga peradilan yang 
masih dimintakan penanganan perselisihannya di Badan Pertanahan Nasional 
Republik Indonesia.11 Jual beli sebagaimana dimaksud yakni kesepakatan 
kedua belah pihak untuk mengikatkan diri, salah satu pihak bertindak sebagai 
penjual dan pihak yang lain sebagai pembeli. Objek jual beli disini adalah 
tanah. Kepastian hukum sebagaimana dimaksud di atas adalah sangat penting 
guna menjamin kepentingan penjual dan pembeli. 
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Pengelolaan Pengkajian Dan Penanganan Kasus Pertanahan, Pasal 1 ayat (1) 
9Ibid., Pasal 1 ayat (2) 
10Ibid., Pasal 1 ayat (3) 
11 Effendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang 
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 Tujuan kepastian hukum menurut Theo Huijibers bukan hanya menjamin 
keadilan, melainkan juga menciptakan ketentraman hidup dengan memelihara 
kepastian hukum. Peralihan hak sebagai akibat telah dilakukannya jual beli hak 
atas tanah dibawah tangan dalam pelaksanaannya biasanya hanya dibuat surat 
yang isinya menyatakan bahwa penjual telah menyerahkan tanahnya dan 
menerima uang pembayaran, tetapi tidak dibuktikan dengan adanya akta jual 
beli hak atas tanah yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang 
telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta jual 
beli hak atas tanah yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah 
merupakan salah satu persyaratan untuk melakukan pendaftaran peralihan hak 
atas tanah di kantor pertanahan, hal ini akan berimplikasi pada kepastian 
hukum tentang status tanah tersebut. Dalam peristiwa jual beli hak atas tanah 
dibawah tangan tidak ada kepastian hukum terhadap status tanah bagi pemilik 
tanah, karena peralihan hak atas tanah tersebut belum di daftarkan ke Kantor 
Pertanahan untuk memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti yang sah dan kuat. 
 Praktek jual beli hak atas tanah dibawah tangan masih banyak dilakukan 
masyarakat di Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen. 
Sehubungan uraian tersebut diatas, penulis menyusun tesis ini dengan judul 
“Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah di Bawah Tangan Di Desa Patihan 
Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen (Tinjauan Beberapa Kasus terkait di 
Pengadilan Negeri Surakarta)”. 
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B. Perumusan Masalah 
Dari Latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan 
masalah penelitian sebagai berikut : 
1) Mengapa perjanjian jual beli hak atas tanah dibawah tangan sering 
dilakukan oleh masyarakat di Desa Patihan Kecamatan Sidoharjo 
Kabupaten Sragen? 
2) Bagaimanakah keabsahan jual beli hak atas tanah di Desa Patihan yang baru 
sebatas dilakukan dibawah tangan? 
3) Upaya apa yang harus dilakukan agar masyarakat di Desa Patihan 
Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen melakukan jual beli hak atas tanah 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah, agar memperoleh kekuatan hukum tetap? 
 
C. Tujuan Penelitian 
 Dalam suatu penelitian pada dasarnya memiliki suatu tujuan tertentu yang 
hendak dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Tujuan Objektif 
a. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab masyarakat di Desa 
Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen melakukan jual beli hak 
atas tanah di bawah tangan. 
b. Untuk mengetahui dan memahami keabsahan dari jual beli hak atas tanah 
yang baru sebatas dilakukan secara dibawah tangan. 
c. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang harus dilakukan agar 
masyarakat di desa Patihan Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen 
melakukan jual beli hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 1997, supaya memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 
2. Tujuan Subjektif 
a. Menambah pengertian dan wawasan penulis mengenai Jual beli hak atas 
tanah di bawah tangan. 
b. Memenuhi persyaratan akademis guna mencapai gelar magister 
kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 
Suatu kegiatan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat yang 
berguna, khususnya bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri serta 
bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang dapat 
diperoleh dari penelitian hukum ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam 
pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum agraria. 
b. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan ilmu dibidang pertanahan khususnya mengenai jual beli 
hak atas tanah di Kabupaten Sragen. 
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian 
lainnya yang sejenis. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat bagi 
pengambil kebijakan bila timbul masalah yang berkaitan dengan 
pendaftaran peralihan tanah khususnya jual beli hak atas tanah dibawah 
tangan dalam hal untuk memperoleh sertifikat tanah.
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